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ABSTRAK

Berbicara mengenai waris, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah
siapa yang berhak menerimanya, berapa banyak bagian yang harus diterima setiap
ahli waris, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk pembagian harta warisan.
Karena pembagian harta warisan dianggap tidak adil, ada kemungkinan salah satu
pihak akan dirugikan dalam masalah waris ini. Peralihan harta warisan dalam
hukum kewarisan Islam adanya akibat kematian. Sedangkan pembagian dilakukan
ketika pewarisnya masih hidup disebut wasiat. Rumusan masalah dari penelitian ini
adalah mengapa masyarakat Desa Sawah melakukan penundaan pembagian harta
warisan dan bagaimana perspektif antropologi hukum Islam terhadap penundaan
pembagian harta warisan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
antropologi hukum Islam. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis
kualitatif menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif, dan teknik
pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori antropologi
hukum Islam.

Hasil dari penelitian menunjukkan, alasan penundaan yang dilakukan oleh
masyarakat muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara karena salah satu dari
kedua orang tua masih hidup menerima warisan dengan gigih atau dengan cara yang
tidak pantas. Kehilangan orang tua di dalam keluarga merupakan momen yang
penting dan memerlukan waktu bagi keluarga yang ditinggalkan untuk berduka.
Penundaan pembagian warisan tidak hanya didasarkan pada alasan hukum, tetapi
juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial, seperti keinginan menjaga
keharmonisan keluarga, kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan kepantasan untuk
memiliki harta. Menurut antropologi hukum Islam penundaan yang dilakukan
mengalami pluralisme hukum. Karena adanya interaksi antara hukum Islam dan
hukum adat yang berjalan beriringan dalam aspek kehidupan sosial masyarakat.
Penundaan pembagian warisan menggunakan asas musyawarah dan mufakat
mencerminkan pendekatan antropologi hukum Islam yang menekankan pada
keadilan, kesepakatan kolektif, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya serta
tradisi lokal. Proses ini tidak hanya memastikan pembagian warisan yang adil tetapi
juga memperkuat hubungan sosial dan keluarga.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Masyarakat Muslim, Antropologi Hukum Islam.
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ABSTRACT

Talking about inheritance, the first thing that comes to mind is who has the
right to receive it, how many shares each heir must receive, and how long it will
take for the inheritance to be distributed. Because the distribution of inheritance is
considered unfair, there is a possibility that one party will suffer a loss in this
inheritance issue. The transfer of inheritance in Islamic inheritance law occurs as a
result of death. Meanwhile, distribution carried out while the heir is still alive is
called a will. The formulation of the problem of this research is why the people of
Sawah Village postpone the distribution of inheritance and what is the
anthropological perspective of Islamic law regarding the postponement of the
distribution of inheritance.

The research methodology used in this study is the comparative
anthropology of Islamic law. The data analysis method used is a qualitative analysis
using an inductive and deductive thinking framework, and data collection
techniques using observation, interviews, and documentation. The theory used in
this research uses the anthropological theory of Islamic law.

The results of the research show that the reason for the delay carried out by
the Muslim community in Sawah Village, North Kampar District is because one of
the two parents is still alive receiving the inheritance persistently or in an
inappropriate way. Losing a parent in the family is an important moment and
requires time for the family left behind to grieve. Delays in inheritance distribution
are not only based on legal reasons, but are also influenced by cultural and social
factors, such as the desire to maintain family harmony, urgent economic needs, and
the appropriateness of owning property. According to Islamic legal anthropology,
the delays experienced by legal pluralism. Because there is an interaction between
Islamic law and customary law which goes hand in hand in aspects of people's
social life. Postponing the distribution of inheritance using the principles of
deliberation and consensus reflects the anthropological approach to Islamic law
which emphasizes justice, collective agreement, and respect for cultural values and
local traditions. This process not only ensures a fair distribution of inheritance but
also strengthens social and family relationships.

Keywords: Division of Inheritance, Muslim Society, Anthropology of Islamic
Law.
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“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri
balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan”.

(QS. An-Nahl: 97)

vii



PERSEMBAHAN

Tesis Ini Penulis Persembahkan Untuk:
Almamaterku Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Saudara Dan Saudariku serta Untuk Masa Depanku Yang

Sukses Dan Bahagia.

viii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
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C. Ta’ marbiitah

Semua ta'marbiitah ditulis dengan 4, baik berada pada akhir kata tunggal
ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata
sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang waris, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah
ilapa yang berhak menerimanya, berapa banyak bagian yang harus diterima
setiap ahli waris, dan berapa lama proses pembagian akan berlangsung. Karena
pembagian waris dianggap tidak adil, ada kemungkinan salah satu pihak akan
dirugikan dalam masalah waris. Oleh karena itu, hukum Islam menggambarkan
hukum waris sebagai aturan umum.® Hukum warist dan hukum kewarisan
berbeda. Hukum wasiat berlaku ketika orang yang memberikan harta masih
hidup, tetapi hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa harta dapat ditransfer
hanya setelag orang tersebut meninggal dunia.?

Dalam fikih Islam, ilmu mawaris memiliki peran yang sangat penting
dalam menentukan bagaimana harta pewaris berpindah ke ahli waris. Ayat-ayat
al-Qur’an bahkan ayat-ayat mawaris, disebut sebagai gat't al-dalalah dalam
nass-nass, yang memberikan penjelasan tentang hukum. Hal ini menunjukkan
bahwa agama Islam sangat peduli dengan masalahwarisan. Karena ilmu faraid

paling sering dilupakan dibandingkan dengan ilmu lainnya, Rasulullah SAW

! Muhammad Ali As-Sabuni, Hukum Waris dalam Islam (Depok: Fathan Prima Media,
2013), hlm. 32.

2 Wasdikin and others, "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter dalam
Menyelesaikan Masalah Waris", Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan
Islam, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 25.



menekankan kaum muslimin untuk memperlajarinya. seperti yang disebutkan
dalam hadis Nabi Muhammad SAW:
el ;g Sue el Jsl a5 oty 95 alall Caiai Leild L gale 5 (il il ) galas
Al-Qur’an, surat An-Nisa ayat 11-12, membahas tentang bagian-bagian
harta yang diberikan kepada ahli waris. Meskipun sistem pembagian harta
warisan sudah dijelaskan dengan rinci dalam al-Qur’an, hadis juga memberikan
penjelesan tentangnya. Salah satu hadis tentang pembagian harta warisan
disebutkan dalam Imam Bukhari No. 6746 dan Imam Muslim No. 1615 sebagai

berikut:

485 U35 (08 Gl Sl 8 55 b Ll | Gl ol i)

Dengan mempertimbangkan semua yang disebutkan di atas, dapat
disimpulkan bahwa ketentuan tentang memberikan hak ahli waris kepada laki-
laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, atas bagian tertentu dari
warisan yang diwariskan oleh ibu, bapak, atau anggota keluarga mereka
ditunjukkan kemudian bahwa hak ahli waris diperoleh setelah pembayaran
hutang dan pelaksanaan wasiat. Oleh karena itu, jika hutang dan wasiat belum

dibayar, harta warisan tidak dapat dibagikan. Ini sesuai dengan “asas ijbari"”

3 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, cet. ke-2 (Kairo: Dar al-hadits, 1998), hlm. 478; Al-Daru
al-Qutni, Sunan Al-Daru Qutni, cet. ke-3 (Beiriit: Dar al-Ma'rifah, 2001), hlm. 308; Al-Baihaqji, As-
Sunan al-Kubra, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyah, 2003), hlm. 344; Al-Hakim, A/-
Mustadrak 'ala al- Shahihain, cet. ke-4 (Beirtit: Dar al'llmiyah, 2002), hlm. 2609.

4 Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah al Bukhari, Shahih Al- Bukhari, cet. ke-
3 (Beirtt: Dar al-Kutub al-'Timiyah, 2005), hlm. 269.



dalam ilmu mawarith, yang menjelaskan bagaimana harta warisan diberikan
kepada ahli waris seseorang yang meninggal dunia.®

Prinsip ijbari menetapkan bahwa harta seseorang yang meninggal dunia
secara otomatis diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Allah
SWT, tanpa mempertimbangkan keinginan pewaris atau ahli waris.® Menurut
asas ijbari, hak atas harta warisan yang telah meninggal harus segera diberikan
kepada ahli waris setelah hak-hak yang dimiliki oleh yang meninggal telah
dipenuhi. Peralihan harta warisan yang telah meninggal kepada ahli waris
adalah proses yang berkaitan dengan harta warisan dan dilakukan sebagai
langkah terakhir setelah semua hak yang dimiliki oleh yang meninggal telah
dipenuhi.

Selain adanya asas ijbari dalam peralihan harta warisan, ada juga asas
semata akibat kematian. Hukum waris Islam menetapkan bahwa harta yang
diwariskan hanya dapat ditransfer setelah pemilik harta meninggal dunia. Ini
menunjukkan bahwa hukum waris Islam hanya mengatur satu jenis waris, yaitu
warisan yang terjadi karena kematian, dan tidak mengatur wasiat yang dibuat

saat pewaris masih hidup.”

> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-4 (Jakarta: Rumah Figih Publishing,
2012), hlm. 18.

® Ibid.

" Ibid., him. 28.



Masyarakat Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa yang
memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beraneka ragam.® Hukum adat
termasuk hukum waris, memiliki pluralitas karena masing-masing memiliki
cirik yang unik. Hukum waris suatu kelompok masyarakat sangat dipengaruhi
oleh jenis kekerabatan mereka, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki
sistem hukum waris yang unik.

Adat istiadat dan tradisi masyarakat Indonesia berbeda untuk setiap
suku. Hukum adat, termasuk hukum waris, memiliki pluralitas karena
perbedaan. Jenis kekerbatan masyarakat mempengaruhi hukum waris; sistem
hukum waris yang berbeda untuk setiap kekerabatan atau kekeluargaan.
Patrilineal, matrilineal, dan bilateral adalah tiga corak sistem kekerabatan yang
mungkin ada di Indonesia secara teoritis. Ketiga sistem ini sangat signifikan dan
membedakan hukum perkawinan dan kewarisan di tingkat lokal.® Keberagaman
dalam masyarakat muslim Indonesia banyak disesuaikan dengan kearifan lokal
yang ada di masing-masing wilayah.'® Namun demikian perbedaan nyata antara

hukum adat dengan hukum Islam seringkali menjadi sebuah perdebatan yang

8 Adat dibagi 4 (empat): 1) Adat Nan Sabana Adat, yaitu adat asli, yang tak berubah, tak
lapuak dek hujan tak lakang dek paneh. Adat Nan Sabana Adat ini diungkapkan kata pepatah petitih
berkaitan dengan “Hukum Alam”, 2) Adat Nan diadatkan, seperti Undang-Undang luhak dan rantau.
Disini berlaku seumpama: “Jiko dicabuik mati, jiko diasak layua”; 3) Adat Nan Teradat, ini
merupakan aturan yang lahir dari hasil musyawarah mufakat/konsensus; seperti ungkapan: “Patah
tumbuah hilang baganti”; dan 4) Adat Istiadat, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat umum
atau setempat, seperti acara seremonial, pergaulan sehari-hari yang sangat bervariasi antara satu
tempat dengan tempat lainnya. Dalam mamangnya, Adat istiadat itu “gadangnyo dek diambak,
tingginyo dek dianjuang”, hanya tumbuh apabila dirawat dengan baik.

° Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), him. 23.

10 Suparji Suparji, "Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal", Jurnal Al-Azhar
Indonesia Seri Humaniora, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 21.



dibawa ke dalam ranah normatif. Seperti halnya dalam praktik pembagian harta
warisan.!

Indoneisa termasuk negara yang menggunakan common law sebagai
seumber hukum yang masih berkembang dan hidup hingga saat ini. Tidak dapat
dikesampingkan bahwa hukum adat menjadi landasan masyarakat dalam
pembagian warisan. Dalam hal ini masyarakat Indonesia, karena dalam
kenyataannya masyarakat memiiki corak dan ragam tersendiri. Hukum waris
yang bersangkutan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur peralihan harta
warisan atau warisan kepada generasi berikutnya, mengacu pada kedua harta
(berwujud dan tidak berwujud).*?

Dalam sistem kewarisan Islam, ada kebiasaan yang kadang-kadang
bertentang langsung dengan hukum kewarisan yang ditetapkan, dan ada juga
yang tidak. Dalam hukum perdata dan Islam, pembagian harta warisan hanya
boleh dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, kebiasaan
mengizinkan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia.
Ketika harta warisan dibagi ketika pewaris masih hidup, hibah atau pemberian

biasanya terjadi dalam hukum Islam.*

11 Dahlia Haliah Ma’u, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah,
Vol. 15, No. 1 (2017), hlm. 14-30.

12 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
hlm. 2.

13 Neneng Desi Susanti and Kalijunjung Hasibuan, "Pelaksanaan Sistem Kewarisan Islam
di Indonesia: Analisis Pada Adat Mayarakat Melayu Kota Dumai", Hikmah, Vol. 20, No. 1 (2023),
hlm. 31-42.



Kabupaten Kampar secara budaya termasuk dalam wilayah hukum adat
Melayu Provinsi Riau. Mereka beragama Islam, memiliki struktur kekerabatan
matrilineal, dan memiliki hukum adat mereka sendiri. Oleh karena itu, orang-
orang yang tinggal di Kampar selalu mencari garis ibu ketika mencari garis
keturunannya. Prinsip utama dalam adat mereka adalah, "Adat bersendi syara’,
syara' bersendi kitabullah."** Ini menunjukkan seberapa besar pengaruh agama
Islam pada masyarakat Kampar, terutama di Desa Sawah, yang berada di
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Saat membagi harta, orang-orang di Desa Sawah masih mengikuti
hukum adat. Ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Sawah mempertahankan
hukum adata. Penulis menemukan orang-orang ini hidup dalam masyarakat
hukum adat Kabupaten Kampar, di mana orang-orang dari berbagai suku
biasanya dipimpin oleh satu individu yang disebut sebagai "datuok™. Datuok
dihormati tinggi, dan dia bertanggung jawab atas semua masalah masyarakat
adat yang dia pimpin.*®

Sebelum masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara membagi
harta warisan, ahli waris melakukan upaya yang disebut datuok yang dituakan.

Upaya ini dilakukan agar proses pembagian har tidak terlalu lama dan

14 LSM Nakhoda, Adat Jati Kabupaten Kampar, cet. ke-1 (Bangkinang: Unri Perss, 2007),
hlm. 49.

5 Desma Royana, Sofia Hardani, and Mohd Yunus, "Eksistensi Ahli Waris Pengganti
Dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam", A/-
Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm.
143.



mencegah konflik antar ahli waris.'® Banyak ahli waris yang terlibat dalam
pembagian harta warisan tidak menyadari hal ini karena mereka
menganggapnya sebagai hal yang biasa. Akibatnya, salah satu pihak dari ahli
waris mungkin memiliki harta dalam jangka waktu yang tidak diketahui
sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Perselisihan akan muncul antara
ahli waris jika salah satu dari mereka mengetahuinya.

Ada kemungkinan bahwa masalah yang muncul dari kasus ini adalah
penundaan pembagian harta warisan, berdasarkan fenomena yang ada di
masyarakat Desa Sawah. Oleh karena itu, dengan judul ‘“Pembagian Harta
Warisan Masyarakat Muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten
Kampar”, penulis ingin melakukan penelitian mendalam tentang tindakan

masyarakat muslim Desa Sawah.

B. Rumusan Masalah
Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis
berkonsentrasi pada rumusan masalah sagai berikut:
1. Apa alasan masyarakat muslim Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara,
menunda pembagian harta warisan?
2. Bagaimana antropologi hukum Islam melihat masyarakat muslim Desa
Sawah di Kecamatan Kampar Utara yang menunda pembagian harta

warisan?

6 Hengki Firmanda, "Penyelesaian Sengketa Tanah Soko Pada Suku Bendang Kampar
Riau dengan Corak Hukum Islam", FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, Vol. 3, No. 2
(2018), hlm. 297.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

a. Untuk mendapatkan informasi tentang alasan masyarakat muslim Desa
Sawah, Kecamatan Kampar Utara, menunda pelaksanaan pembagian
harta warisan.

b. Untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif antropologi hukum
Islam terhadap masyarakat Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara,

terkait dengan penundaan pembagian harta warisan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan secara teoritis
Penelitian ini diharpakan dapat meningkatkan pemikiran dan
referensi para pengembang ilmu waris yang terus berkembang dan tidak
pernah berhenti berkembang. dan bermanfaat bagi penulis sendiri dalam
menganalisa dan menjawab rasa ingin tahu penulis terhadap
permasalahan yang diteliti.
b. Kegunaan secara praktis
Penulis mengharapkan hasil penelitian ini isa dijadikan sebagai
referensi dan instrumen para akademisi dalam mengembangkan
khazanah keilmuannya yang berkaitan denga pembagian harta warisan
masyarakat muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten

Kampar.



D. Telaah Pustaka

Menurut analisis dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis
mengenai praktik pembagian harta warisan, pasti akan menemukan banyak
penelitian yang sudah dibahas, baik berupa tesis, jurnal, atau buku. Penelitian
ini dikategorikan berdasarkan hubungannya dengan tema yang sama. Dalam hal
tinjauan literatur, penulis membaginya ke dalam tiga topik: pertama, penundaan
pembagian harta warisan dari sudut pandang maslahah; kedua, dari sudut
pandang hukum adat; dan ketiga, dari sudut pandang pelanggaran hak
kewarisan dalam penundaan pembagian harta warisan yang berkepanjangan.

Studi yang tergolong kelompok pertama membahas tema penundaan
pembagian harta warisan menggunakan perspektif maslahah, yang ditulis oleh
peneliti sebagai berikut:

"Analisis Maslahah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan
(Studi Kasus di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen
" adalah penelitian yang ditulis oleh Nurhanifah.!” Pembagian harta warisan
dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh harta produktif ahli waris, harta
bersama, hutang yang belum dibayarkan oleh yang meninggal, dan harta
produktif. Studi ini menunjukkan bahwa pembagian kekayaan di desa Lhoknga,
Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireun, harus segera dilakukan sesuai
dengan hukum Islam tanpa adanya halangan syar'i atau kesepakatan dari

seluruh ahli waris. Selain itu, analisis maslahah, yang mempertimbangkan lima

7 Nurhanifah, "Analisis Maslahah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi
Kasus di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)" 7esis Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry, (2023).
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tujuan syara’, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, harus
dipertimbangkan saat membagi harta warisan.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Maulana Ardiyansah, "Analisis
Maslahah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat
Muslim di Kediri".?® Penelitian ini menunjukkan bahwa penundan pembagian
warisan oleh masyarakat Muslim di kecamatan Kediri dapat berlangsung lama,
bahkan bertahun-tahun, dan berdampak negatif pada seluruh keluarga atau ahli
waris, serta masyarakat sekitar. Dampaknya, penundaan tersebut tidak dapat
dibenarkan dari segi keuntungan, terutama jika salah satu ahli waris merasa
teraniaya karen penundaan tersebut. Ini bertentangan dengan tujuan hukum
waris Islam, yang menekankan lima prinsip utama: agam, jiwa, akal, keturunan,
dan harta.

Studi yang tergolong kelompok kedua membahas tema pembagian harta
warisan menggunakan hukum adat dalam pembagiannya yang ditulis oleh
peneliti sebagai berikut:

Muhammd Hasan Nasution melakukan penelitian berjudul "Hukum
Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten
Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam)”.1® Studi

menunjukkan bahwa orang-orang di Kecamatan Natal, lebih suka membagi

18 Maulana Ardiyansah, "Analisis Maslahah Atas Problematika Pasca Penundaan
Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Kediri", 7esis Universitas [slam Negeri Mataram, (2021).

19 Muhammad Hasan Nasution, ‘Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumando di
Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)’
Tesis Universitas Islam Negeri Medan, (2020).
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harta secara adat Sumando, dengan ahli waris perempuan yang paling
diutamakan. Hal ini ditunjukkan oleh aturan adat yang menetapkan kedamaian
dan musyawarah mufakat sebagai dasar pembagian harta, serta prinsip
kepatutan.

Penelitian yang berjudul, “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat
Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lompok
Timur Perpsektif Antropologi Hukum Islam”, yang ditulis oleh Nurhasanah
Walijah.?° Studi ini berfokus pada budaya hukum pembagian waris adat
masyarakat Sasak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, dan perspektif antropologi hukum Islam. penelitian ini menemukan
bahwa sistem pembagian waris adat masyarakat Sasak dengan penunjukkan
Sangake Sengari dan Bongkot Direq menggunakan 2:1 untuk ahli waris laki-
laki dan perempuan. Menurut antropologi hukum Islam dan hukum adat, ada
pluralisme hukum di budaya Sasak antara hukum Islam dan hukum adat.
Menurut antropologi hukum Islam, anak perempuan diberi satu bagian karena
mereka akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Anak
perempuan tidak hanya menerima perhiasan dan perelatan dapur, mereka juga
memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian atas tanah sawah.

Penelitian yang berjudul, “Pembagian Harta warisan Menurut Hukum

Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Kecamatan

20 Nurhasanah Walijah, ‘Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa
Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam’
Tesis Universitas Islam Indonesia, (2023).
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Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat)”, yang ditulis oleh
Rahmat Hidayat.?! Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Adat
Melayu Sungai Muntik menggunakan sistem musyawarah dalam proses
pembagian harta peninggalan. Tokoh masyarakat yang dianggap dapat menjadi
penengah jika terjadi perselisthan dalam proses pembagian. Sebelum proses
pembagian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: hutang pewaris dan
wasiat mereka. Harta peninggalan akan membayar hutang mereka, dan jika
tidak ada cukup untuk membayarnya, tanggung jawab itu akan diberikan kepada
para ahli waris.

Demikian hal yang sama dengan artikel yang berjudul, “Pembagian
Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo”, karya yang
ditulis oleh Hamid Pongoliu.?? Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gorontalo
memiliki prnsip-prinsip yang berasal dari al-Qur’an, hadis, ijmak, dan qiyas
yang harus diterapkan dalam pembagian harta waris Islam. Prinsip adat menjadi
sumber hukum rasionalitas tidak menyebabkan kemudharatan jika tidak
bertentangan dengan syara’. Namun, ada beberapa tindakan waris yang
melanggar hukum Islam, seperti pembagian dengan musyawarah, penetapan
bagian ahli waris yang sama, penundaan pembagian harta warisan karena salah

satu kedua orang tua masih hidup, dll.

21 Rahmat Hidayat, ‘Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Melayu
(Studi Kasus Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan
Barat)’ 7esis Universitas Islam Malang, (2022).

22 Hamid Pongoliu, "Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di
Gorontalo", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 13, No. 2 (2019), hlm. 187-202.
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Artikel "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta
Warisan di Desa Jogopaten™ yang ditulis oleh Fitrohtul Khasanah, Muhajir, dan
Akhmad Muhaini juga berlaku dengan cara yang sama.? Studi menunjukkan
bahwa masyarakat tidak membagi harta warisan secara langsung karena salah
satu orang tua dari anak pewaris, yaitu pasangan, masih hidup. Penulis
menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk menunda pembagian kekayaan di
Desa Jogopaten karena tidak ada udur syar'i yang dapat digunakan sebagai
dasar hukum Islam.

Artikel yang berjudul, “Resepsi Dialektika Hukum Islam dengan
Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo
dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri)” yang ditulis oleh Diana Zuhroh, Lila
Pangestu Hadiningrum, dan Andi Cahyono.?* Menurut penelitian, harta warisan
di Desa Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri dibagi ketika pewaris
masih hidup atau setelah mereka meninggal dunia. Namun, setelah pewaris
meninggal dunia, pembagian harta ditunda. Beberapa kali, anak laki-laki
mereka memiliki bagian yang lebih kecil daripada anak perempuan merekaa.
Praktik membagi hibah dengan lintiran dan praktik membagi warisan dengan
cungan sama. Hukum waris Islam menetapkan bahwa laki-laki menerima

bagian ganda dari bagian perempuan. Ini berkaitan dengan konsep segendong

3 Fitrohtul Khasanah, dkk, "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta
Warisan di Desa Jogopaten", Jurnal Justitia: Jurnal I[Imu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 5
(2022), him. 2757-65.

24 Diana Zuhroh, Lila Pangestu Hadiningrum, and Andi Cahyono, "Resepsi Dialektika
Hukum Islam dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo
dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri)", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (2020),
hlm. 60.
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sepikul. Pemahaman dan praktik hukum keluarga di Bumiharjo dan Selomarto
di mana pria bertanggung jawab atas mata pencaharian keluarga tidak relevan
dengan konsep pembagian kekayaan yang adil antara pria dan wanita.

Studi yang tergolong kelompok ketiga membahas pelanggaran hak
kewarisan dalam penundaan pembagian harta peninggalan yang
berkepanjangan.

Penelitian yang berjudul, “Mengungkap Pelanggaran Hak Kewarisan
Ahli Waris Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan Yang
Berkepanjangan Menurut Hukum Islam di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”,
karya yang ditulis oleh Nurhayati.?® Hasil penelitian menyatakan bahwa
masyarakat Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada umumnya beragama Islam
dan masih memegang adat kebiasaan yang turun menurun dalam sistem
pembagian harta warisan. Pemahaman masyarakat terhadap harta peninggalan
masih sangat minim yang disebabkan oleh tingkat pendidikan masih rendah,
kedasaran masyarakat, kebiasaan, dan kurangnya penyuluhan. Hukum waris
sangatlah penting sehinggah penjelasannya langsung dijelaskan oleh Allah
SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 11-13. Implikasi penundaannya akan
mengakibatkan kedzaliman kepada para pemilik hak, menimbulkan konflik
baik ringan maupun berat, perselisihan dan pertikaian berkepanjangan, sampai

mengakibatkan putusnya silaturahmi dan tali persaudaraan. Oleh sebab itu,

25 Nurhayati, ‘Mengungkap Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris dalam Kasus
Penundaan Pembagian Harta Peninggalan Yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam di
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri’, 7esis Institut Agama Islam Negeri, (2023).
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dalam pembagiannya sangat dianjurkan untuk bersegera apabila sudah
terlaksana seluruh berkaitan dengan jenazah.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, maka penelitian yang
akan penulis lakukan tergolong kepada kelompok pertama. Dari beberapa
kajian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dan penelitian
terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan. Secara umum, tema dan
pembahasan yang diambil sama-sama mengangkat tentang analisis maslahah
penundaan pembagian harta warisan. Dalam ruang lingkup mengenai teori
memiliki kesamaan sehingga dalam penguraian sangat membantu penulis untuk
dijadikan sebagai pedoman untuk ke depannya.

Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan baik dari objek
maupun pendekatan yang digunakan. Penelitian yang menjadi objek kajian
penulis adalah penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dilihat dari

kacamata antropologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoritis

Seperti yang dikatakan oleh M. Solly Lubis, penelitian harus memiliki
landasan teori. Landasan teori dapat didefenisikan sebagai kerangka, perspektif,
teori, prinsip, atau konsep yang relevan yang digunakan untuk memecahkan

suatu masalah.?®

26 M Solly Lubis, Filsafat llmu dan Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 1994), him. 80.
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Hukum Islam dan hukum adat Indonesia telah lama berinteraksi. Selain
itu, mereka menjadi sangat akrab, lebih dari sekedar teman. Sebagai contoh, ada
idiom dan kata-kata di beberapa tempat yang menunjukkan hubungan antara
hukum Islam dan hukum adat. Misalnya, ada istilah Aceh, "Hukum ngon adat
hantom cre, lagee zat ngon sipeut”. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan
hukum adat saling terkait, seperti halnya sifat zat dan sifat benda. Karena
hubungan yang erat antara hukum adat dan hukum Islam, istilah "adat nan
syara' sanda manyanda, syara', mangato adat mamakai"” menunjukkan bahwa
yang dimaksud dengan "adat" adalah shara'?’

Uraian di atas memberikan bukti nyata bahwa hukum Islam dengan
hukum adat tidak dapat dipisahkan. Untuk mengkaji implementasi adat di
masyarakat tentu penulis mesti menggunakan teori yang sangat erat kaitannya
dengan implementasi tersebut. Teori antropologi hukum Islam akan digunakan
untuk memahami masalah yang diajukan berdasarkan alur pemikiran yang
dibangun sebagaimana yang disampaikan.

Antropologi adalah studi mengenai manusia. Secara terminologi,
antropologi mengacu pada pengetahuan tentang manusia, khususnya mengenai
asal-usul, variasi bentuk tubuh, kebiasaan, dan kepercayaan yang dimiliki oleh
manusia di masa lalu.?® Edward Taylor mendefinisikan antropologi sebagai

akumulasi dan transmisi informasi melalui perilaku. Dengan kemampuan unik

27 Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, ed. by Ulfatun Hasanah
(Surabaya: Pustaka Radja, 2016), him. 188.

28 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 1995), him. 50.



17

manusia, ia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan alamiahnya.
Salah satu dari banyak definisi antropologi yang ditawarkan oleh para ahli
adalah bahwa James L. Peacock mengatakan bahwa definisi antropologi ini
mengutamakan pemahaman keseluruhan tentang keanekaragaman sebagai
bagian dari kemanusiaan.?®
Menurut Kuncaraningrat, kategori spesialisasi dalam antropologi dibagi
menjadi dua, yaitu:*°
1. Antropologi Fisik: Paleontologi (sejarah manusia, asal usul, dan evolusi).
Antropologi fisik meneliti aspek fisik manusia, sementara paleontologi
adalah studi mengenai asal usul dan evolusi manusia melalui penelitian
fosil-fosil.
2. Antropologi Budaya:
a. Arkeologi
Arkeologi adalah bidang ilmu yang menyelidiki kebudayaan
manusia masa lalu dengan mempelajari benda-benda yang telah lenyap.
Metode sistematis ini melibatkan penemuan, dokumentasi, analisis, dan
interpretasi data yang berkaitan dengan artefak (benda material seperti alat
batu dan struktur bangunan candi) dan ekofak (benda lingkungan seperti
batuan, fosil, dan karakteristik permukaan bumi). Arkeologi adalah studi
tentang budaya masa lalu. Mereka melakukan ini di masa prasejarah (di

mana bukti tertulis tidak ada) dan sejarah. Pada akhirnya, arkeologi juga

29 James L. Peacock, The Anthropological Lens, Harsh Ligh, Soft Focus (Cambridge:
University Press, 1998), hlm. 10.

30 Kuncaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Askara Baru, 1980), him. 24.
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dapat mempelajari budaya modern karena penelitian budata bendawi
modern atau budaya material modern.
b. Ethnology

Etnologi adalah kajian mengenai prinsip-prinsip budaya manusia
dalam kehidupan kelompok etnis di berbagai belahan dunia, termasuk
pemikiran dan tindakan mereka. Pelly, De Vos, dan Barth menekankan
bahwa batas-batas kelompok etnis adalah elemen penting dalam identitas,
bukan sekadar "hal-hal" budaya yang tidak cukup untuk membedakan satu
kelompok etnis dari yang lain. Kita harus memperhatikan perilaku mereka.3!
c. Ethnografi

Ethnografi merupakan metode penelitian yang mengamati langsung
aktivitas manusia dalam konteks sosial dan budaya sehari-hari. Tujuan
utama etnografi adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mendorong
manusia untuk melakukan tindakan tertentu. Jika seseorang menyatakan
bahwa mereka menyukai makanan sehat, tetapi memesan secangkir kopi
yang dicampur dengan cream yang banyak, para etnografer ini akan tertarik.
"Ethnograpy is a way to get up close and personal with consumers,"” kata
Eric Arnold, seorang profesor marketing di University of Nebraska.

Dalam bukunya yang berjudul "Urbanisasi dan Adaptasi: Perasanan
Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing", Usman Pelly, Guru Besar di

IKIP Medan, memberikan contoh ethnografi. Dia berkata:

31 Usman Pelly, Urbanisasi Dan Adabtasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan
Mandailing, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), him. 14.
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Sejak lama, orang Minangkabau dan Mandailing telah memeluk
agama Islam. Orang Minangkabau telah memeluk agama Islam
sejak abad ke-17 dan orang Mandailing sejak abad ke-14. Di
Indonesia, kedua kelompok etnis ini dikenal sebagai muslim yang
taat dan patuh. Identitas-identitas etnik kedua kelompok tersebut

sama-sama didukung oleh Islam dan tradisi (adat).>?

Parsudi Suparlan menyatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan, istilah
"pendekatan” memiliki arti yang sama dengan "metodologi”, yang berarti
"sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi
perhatian atau masalah yang dikaji." Dalam kasus ini, paradigma atau perspektif
yang ada dalam suatu bidang ilmu yang digunakan untuk memahami agama
adalah yang dimaksud dengan "pendekatan™.

Dalam konteks ini, Jalaluddin Rahmat, seperti yang dikutip oleh
Abuddin Nata, mengungkapkan bahwa terdapat beragam paradigma yang dapat
digunakan untuk mengkaji agama. Paradigma-paradigma ini menentukan nilai

kebenaran dari realitas keagamaan.®

Dalam konteks ini, pendekatan
antropologis yang dimaksudkan adalah sudut pandang atau metode dalam

mengamati, memahami, dan meneliti fenomena yang dibahas.

32 Ibid.

33 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2001), hlm. 35.
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Melihat pertumbuhan dan perkembangan praktik keagamaan dalam
masyarakat adalah salah satu cara untuk memahami agama. Metode yang
digunakan dalam antropologi untuk mempelajari suatu fenomena juga
diterapkan dalam pemahaman tentang agama dalam perspektif antropologis.
Pendekatan ini menjadikan agama terasa lebih akrab dan relevan dengan isu-isu
yang dihadapi manusia, serta berupaya untuk menjelaskan dan
menyelesaikannya.®*

Dawan Raharjo berpendapat bahwa penelitian antropologi dalam
konteks ini lebih menekankan pada pengamatan langsung yang bersifat
partisipatif. Sebagai hasilnya, penelitian tersebut cenderung menghasilkan
kesimpulan yang bersifat induktif, yang berbeda dengan pendekatan deduktif
yang umumnya digunakan dalam penelitian sosiologis. Dawan juga menyoroti
pentingnya penelitian antropologi yang induktif dan terkait erat dengan
lapangan, di mana peneliti tidak terlalu tergantung pada teori formal yang sangat
abstrak dalam bidang sosiologi dan ekonomi yang menggunakan model
matematis. Pendekatan ini juga bermanfaat untuk penelitian historis.
Penelitian antropologi agama dapat mengungkapkan korelasi positif

antara keyakinan agama dan situasi ekonomi serta politik. Gerakan keagamaan

yang menjanjikan perubahan dalam struktur sosial cenderung menarik minat

34 Ibid.

%5 M. Dawan Raharjo, Pendekatan Ilmiah Terhadap Fenomena Keagamaan, dalam M.
Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, Metodologi Penelitian Agama, cet. ke-2 (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1990), hlm. 19.
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orang-orang dari kalangan kurang mampu dan kelompok miskin. Sebaliknya,
orang kaya cenderung mempertahankan sistem ekonomi yang sudah mapan
karena hal tersebut menguntungkan mereka.*

Clifford Geertz juga melakukan penelitian dalam bidang antropologi
agama. Karyanya yang terdapat dalam buku The Religion of Java
mengemukakan kontribusinya tentang simbol-simbol, terutama mengenai
hubungan antara struktur sosial dalam suatu masyarakat dengan organisasi dan
manifestasi  simbol-simbol, serta bagaimana anggota masyarakat
mengintegrasikan dan mengeksklusi simbol-simbol tersebut.*’

Sosial keagamaan dalam kehidupan manusia adalah fenomena
masyarakat yang menarik untuk dipelajari dalam antropologi hukum. Agama,
seperti yang telah kita ketahui, memainkan peran penting dalam membangun
karakter dan keyakinan seseorang serta membentuk falsafah hidup masyarakat.
Agama lahir dan terbentuk secara bersamaan sejak awal sejarah umat manusia.
Agama berasal dari gagasan bahwa itu tidak berdiri sendiri, tetapi akan selalu
berhubungan dengan pengikutnya. Semua agama memiliki sistem adat dan
tradisi mereka sendiri. Ini terlihat dari perbedaan adat istiadat dan suku-suku di
Indonesia, seperti halnya adat Sunda berbeda dengan adat Jawa. Dalam

antropologi, agama dianggap sebagai bagian dari budaya karena agama adalah

% M Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historitas (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2002), hlm. 31.

37 Clifford Gertz, The Relegion of Java, terj. Aswab Muhasin dengan Judul 4bangan Santri
Priyayi Dalam Masyarakat Jawa (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hlm. 7.
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salah satu dari tujuh elemen cultur universal, yang terdiri dari bahasa, ekonomi,
politik, ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dan seni.®

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana hukum Islam berinteraksi
dengan budaya lokal dalam kajian antropologi hukum, hal-hal berikut harus
dipertimbangkan. Paradigma reproduksi kebudayaan al-Qur'an digunakan
untuk pertama kalinya; fase-fase ini adalah adopsi, adaptasi, dan integrasi. Ini
menunjukkan betapa pentingnya menghormati perbedaan budaya dalam setiap
kelompok masyarakat. Menciptakan konsep, aktivitas, atau artefak adalah hasil
dari kreativitas, karsa, dan upaya manusia. Kedua, mendorong upaya
rekonstruksi daripada pembongkaran. Karena merupakan kristalisasi dari
pemikiran dan upaya masyarakat, kebudayaan masyarakat harus dipandang
sebagai sesuatu yang luhur. Oleh karena itu, dalam mendiskusikannya dengan
Islam, unsur-unsurnya harus dicari bersama, bukan bertentangan. Hal ini akan
menjadi lebih mudah untuk memasukkan ajaran-ajaran universal al-Qur'an ke
dalamnya. Ketiga, menunjukkan sikap yang dapat diterima terhadap variasi
unik. Ajaran Islam harus diubah melalui kebudayaan lokal. Koetentikan tidak
berarti mencoba menyeragamkan kultur Islam, karena al-Qur'an, sejak awal,
menerima perbedaan hanya selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar,

yaitu tauhid. Hal ini ditunjukkan dengan mengubah struktur sosial Arab al-

Qur'an dengan menggunakan pendekatan budaya.*

38 Nur Khasanah and Achmad, "Fenomena Fundamentalisme Islam", Mizan:Journal of
Islamic, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 171-80.

39 Ali Sodigin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam",
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 1 (2013), hlm. 115-26.
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Islam diterapkan melalui praktik budaya lokal. Selama tradisi atau
pranata sosial-budaya yang sudah ada tidak bertentangan dengan ajaran
universal Al-Qur'an, mereka tetap dipertahankan. Kedudukan Al-Qur'an
berfungsi sebagai garis pedoman untuk proses inkulturasi terhadap adat istiadat
yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, masyarakat dapat ber Islam tetapi
tetap mempertahankan tradisi mereka. Ini menunjukkan keotentikan Islam,
yaitu ketika umat Islam menerapkan ajaran agamanya dalam kebudayaan

mereka sendiri.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang melakukan analisis
untuk menunjukkan hasil penelitian tanpa menggunakan analisis statistik
atau metode kuantifikasi lainnya.*® Dari perspektif pelaksanaan, penelitian
ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (penelitian lapangan). Lokasi
penelitian ini adalah Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau.
2. Sifat Penelitian
Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik#! yang berarti

mengungkapkan dan menguraikan berbagai organisme, kelompok,

40 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),
hlm. 6.

41 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 18.
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fenomena, keadaan, dan karakteristik individu yang ada dalam memberikan
informasi tentang aturan yang digunakan oleh penduduk Desa Sawah
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar saat melakukan pembagian
harta warisan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnologi atau disebut
etnografi. Etnologi adalah salah satu dari cabang ilmu antropologi, yang
mempelajari berbagai suku bangsa dan aspek kebudayaannya serta
hubungan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya.*?

Secara sederhana, etnografi adalah gambaran kebudayaan sebuah
masyarakat. Gambaran ini berasal dari informasi yang dikumpulkan peneliti
selama penelitian di lapangan dan dengan fokus pada masalah tertentu.
Belajar etnografi berarti mempelajari ilmu antropologi, terutama
antropologi sosial. Metode penelitian lapangan etnografi ini dicirikan oleh
sifatnya yang menyeluruh dan terpadu (holistic-integratif), deskripsinya
yang kaya dan analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan

persepktif pemilik budaya.*®

42 Suwardi Endraswara, Etnologi Jawa, cet. ke-1 (Yogyakarta: CAPS (Center for Academic

Publishing Service), 2015), hlm. 1.

4 Mohammad Siddiq and Hartini Salama, "Etnografi Sebagai Teori dan Metode",

Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol. 18, No. 1 (2019), hlm. 23-

48.
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4. Sumber Data
Sumber data yang berkualitas penting untuk keberhasilan penelitian.
Ada dua jenis sumber data. Data primer, juga dikenal sebagai data utama,
adalah yang diperlukan untuk penelitian. Data sekunder, di sisi lain, adalah
data yang membantu penelitian berlangsung.**
a. Data primer
Data utama yang dikumpulkan secara langsung dari informan
dan responden selama penyelidikan.*® Dalam hal ini penulis mengambil
informan dari tokoh masyarakat 4 orang dan 4 keluarga yang melakukan
penundaan pembagian warisan di Desa Sawah. Data primer yang
digunakan termasuk kata-kata dan pengamatan; terakhir adalah hasil
wawancara tentang penundaan pembagian harta warisan sebagai sumber
data.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen
yang berisi informasi dari tesis, disertasi, buku-buku, artikel, dan
dokumen penelitian lainnya.*®

5. Teknik Pengumpulan Data

4 Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian dalam Perspektif [lmu Komunikasi dan Sastra, cet.
ke-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 72.

4 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif..., him. 30.

6 Rosady Ruslan, Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi, cet. ke-7 (Jakarta:
Rajawali Pers, 2017), hlm. 32.
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a. Pengamatan (observasi)

Manfaat memperoleh keadaan yang natural atau wajar, perlu
pengamatan yang menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang
diamati.*’ Oleh sebab itu, penulis langsung terjun ke lokasi untuk
melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap keadaan
umum masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten
Kampar.

b. Wawancara (interview)

Arikunto menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan
yang dilakukan oleh orang yang sedang diwawancarai untuk
mendapatkan informasi dari mereka. Wawancara juga dikenal sebagai
kuesioner lisan atau interview (interviewer 48 \Wawancara, menurut
Sukandarrumidi, adalah jenis tanya jawab lisan di mana dua orang atau
lebih berhadapan secara langsung dan masing-masing memiliki
kesempatan untuk melihat wajah orang lain dan mendengar suaranya

sendiri.*®

47 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia
indonesia, 1988), hlm. 55.

48 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), hlm. 132.

9 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss, 2004), hlm. 88.
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Setelah pengamatan penulis melakukan sesi tanya jawab untuk
mengetahui lebih jauh tentang praktik yang dilakukan masyarakat Desa

Sawah dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

c. Dokumentasi (documentation)

Dokumentasi®® sebagai langkah selanjutnya setelah melakukan
pengamatan dan wawancara, penulis melakukan dokumentasi yang
telah dilakukan. Mengumpulkan hasil dari observasi dan informasi yang
terkait dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif
menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif. Kerangka berfikir
induktif bertujuan untuk menemukan pola atau tema dari analisis data yang

dilakukan selama pengumpulan data.®

Kerangka berfikir ini penulis
gunakan untuk menguraikan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam
pelaksanaan pembagian harta warisan, kemudian diambillah kesimpulan
keluarga yang menundaa pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa
Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Sedangkan kerangka

berfikir deduktif bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keluarga yang

melakukan penundaan pembagian harta warisan menjaga harta yang belum

134.

%0 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), him.

1 Conny R Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Cikarang: Grasindo, 2010), him. 59.
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dibagi dan kapan dibagikan kepada ahli waris dan apa saja yang dilakukan

setelah terjadinya masalah yang tidak diinginkan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan tesis ini terdiri dari beberapa bagian, penulis akan
memaparkan satu persatu sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan kerangka teori
dibahas dalam bab pertama. Kemudian, metode penelitian dibahas, dan
pembahasan dibahas secara sistematika.

Bab kedua, adalah hukum kewarisan di Indonesia. Pertama, Hukum
Kewarisan Islam, berisi pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, sebab-
sebabkewarisan, ahli waris dan bagian-bagiannya, kewajiban dan hak ahli waris
terhadap harta warisan dan waktu pembagian warisan. Kedua, Hukum
Kewarisan KUH Perdata, berisi pengertian dan dasar hukum kewarisan KUH
Perdata, asas-asas kewarisan KUH Perdata, ahli waris dan bagiannya,
penghalang kewarisan menurut KUH Perdata, penundaan pembagian harta
warisan dalam KUH Perdata. Ketiga, Hukum Kewarisan Adat, berisi pengertian
hukum kewarisan Adat, sifat hukum kewarisan Adat, sistem kewarisan Adat,
asas-asas kewarisan Adat, pembagian warisan dalam kekerabatan patrilineal,

matrilienal, bilateral dan implikasinya.
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Bab ketiga, adalah praktek pembagian harta warisan di Desa Sawah
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Pertama, Gambaran umum Desa
Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, berisi sejarah singkat
Desa Sawah, kondisi geografis, penduduk, pemerintahan Desa, Visi, Misi Desa
Sawah, Sarana dan Prasarana Desa Sawah. Kedua, praktik Pembagian Harta
Warisan, berisi sistem kewarisan Adat Kampar, bentuk-bentuk harta warisan
Adat Kampar, sebab-sebab kewarisan, ahli waris dan bagiannya, waktu
pembagian warisan.

Bab keempat, adalah penundaan pembagian harta warisan oleh
masyarakat MuslimDesa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
Berisi alasan masyarakat muslim Desa Sawah menunda pembagian harta
warisan, penundaan pembagian harta warisan perspektif antropologi hukum
Islam.

Bab kelima, berisikan tentang penutup yaitu kesimpulan, kritik dan

saran dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tentang Pembagian Harta

Warisan Masyarakat Muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten

Kampar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Alasan penundaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Sawah
Kecamatan Kampar Utara yaitu penundaan ini dilakukan karena orang
tua yang masih hidup menerima warisan dengan gigih atau dengan cara
yang tidak pantas. Kehilangan orang tua didalam keluarga merupakan
momen yang penting dan memerlukan waktu bagi keluarga yang
ditinggalkan untuk berduka. Penundaan pembagian warisan yang
dilakukan melanggar asas ijbari yang mana peralihan harta warisan
dilakukan secara otomatis. Sebuah undang-undang yang mengharuskan
penduduk muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten
Kampar untuk menunda pembagian harta warisan tidak dibenarkan oleh
syariat Islam, sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an, kaidah sighah amr di
atas, dan Kompilasi Hukum Islam tentang aturan kewarisan. Dalam
ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 175, ini
dijelaskan dan digambarkan sebagai perintah untuk membagikan harta
warisan kepada ahli waris.

Menurut antropologi hukum Islam penundaan yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Sawah menurut adat mengalami pluralisme hukum.

179
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Karena adanya interaksi antara hukum Islam dan hukum adat yang
berjalan beriringan dalam aspek kehidupan sosial masyarakat. Perilaku
masyarakat di Desa Sawah mengalami fleksibelitas atau berubah-ubah,
sehingga kebudayaan membantu Islam dalam menyampaikan ajarannya
melalui bersamaan yang ada dalam budaya yang ada. Antropologi
hukum Islam melihat bahwa alasan penundaan pembagian harta warisan
dilakukan karena dengan gigih atau sikap yang tidak pantas terhadap
orang tua masih hidup apabila warisan dibagikan. Kehilangan orang tua
didalam keluarga merupakan momen yang penting dan memerlukan
waktu bagi keluarga yang ditinggalkan untuk berduka. Dalam hal ini,
penundaan pembagian warisan dapat memberikan waktu bagi keluarga
untuk menyatukan diri, dan mempersiapkan diri secara emosional untuk
menghadapi proses pembagian harta warisan. Karena bagi ahli waris
mufakat dan musyawarah dalam menentukan sikap bersama lebih

penting.

B. Saran

Menurut analisis dan studi yang dilakukan, pembagian harta warisan
masyarakat Muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
Penulis yakin bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan dalam penyampaian
dan tata bahasa. Oleh karena itu, mereka mengharapkan kritik dan saran dari
penelitian ini untuk membantu memperbaiki tesis ini. Penulis juga

menyarankan, antara lain:
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Merujuk dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis
menyarankan kepada pemerintah Desa Sawah agar memberikan
pandangan tentang hukum waris baik itu secara adat dan hukum Islam
agar memudahkan masyarakat untuk memahami hukum waris yang
berlaku.

Kepada tokoh adat Desa Sawah lebih menjaga kebudayaan yang
dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat supaya tidak menyimpang dari
ajaran Islam sehingga generasi selanjutnya mengetahui dan memahami
kebudayaan yang seharusnya dilakukan.

Kepada para peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan bisa
melakukan penelitian lanjutan mengenai penelitian ini dan sebagai

acuan penelitian untuk kedepannya.
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